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ABSTRAK 

 
Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas dan Efesiensi Kinerja 

Pemerintahan Di Kelurahan Sidorame Barat I 

 
Diah Syafitri 

Program Studi Akuntansi 

Email : syafitridiah120@gmail.com 
 

Penyerapan realisasi anggaran harus seratus persen (100%) agar tidak 

terjadi surplus atau defisit tanpa memperhatikan efektivitas dan efisiensi, 

diterapkanlah anggaran berbasis kinerja yang ditujukan meningkatkan efektivitas 

dan efisiensi penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan anggaran berbasis 

kinerja menggambarkan tujuan dan sasaran dana yang diminta, besarnya biaya- 

biaya yang diperlukan untuk menjalankan program yang dapat mengukur 

pencapaian program yang akan dilaksanakan. Pengelolaan anggaran di Kelurahan 

Sidorame Barat I masih dapat dikatakan belum efektif dan efisien dikarenakan 

penganggaran berbasis kinerja ini tidak hanya didasarkan pada kebutuhan dan 

penyeimbangan saja tetapi juga didasarkan pada tujuan tertentu yang 

pelaksanaannya berfokus pada efektivitas dan efisiensi pelaksanaan suatu program 

kegiatan. 

Tujuan Penelitian ini untuk (1) Untuk mengetahui kinerja pemerintah 

Kelurahan Sidorame Barat I dalam pengelolaan realisasi anggaran belanja periode 

2021-2022 (2) Untuk menilai efektivitas dan efisiensi terlaksananya program dan 

kegiatan yang sumber pembiayaanya dari Anggaran periode 2021-2022 

Penelitian ini menggunakan kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. 

Dengan menghitung perkembangan efektivitas dan efisiensi laporan realisasi 

anggaran Kelurahan Sidorame Barat I. Pemilihan subjek dari penelitian adalah 

Sekretaris Kelurahan Sidorame Barat I, Kasi Pembangunan Masyarakat yang 

terlibat dalam penyusunan anggaran belanja. Objek dalam penelitian ini adalah 

Laporan Realisasi Anggaran periode 2021-2022. 

Kesimpulan hasil penelitian ini adalah (1) Kinerja Pemerintah Kelurahan 

Sidorame Barat I melakukan optimalisasi anggaran secara efektivitas dan efesiensi 

dalam pengelolaan realisasi anggaran tahun anggaran 2021-2022 sesuai dengan 

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (2) 

Tingkat efektivitas pengelolaan keuangan di Kelurahan Sidorame Barat I tahun 

anggaran 2021-2022 dapat dikatakan sangat efektif yaitu memiliki rasio efektivitas 

rata-rata 183, 53% (3) Tingkat efisiensi pengelolaan keuangan di Kelurahan 

Sidorame Barat I tahun anggaran 2021-2022 dapat dikatakan tidak efisien yaitu 

memiliki rata-rata diatas 100%. 

 

Kata Kunci : Kinerja pemerintahan Kelurahan Sidorame Barat I, Anggaran, 

Efektivitas, Efisiensi. 
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ABSTRACT 

 
Budget Realization Analysis to Assess the Effectiveness and  Efficiency of 

Government Performance in Sidorame Barat I Village 

 

Diah Syafitri 

Accounting Study Program 

Email : syafitridiah120@gmail.com 
 

Absorption of budget realization must be one hundred percent (100%) so 

that there is no surplus or deficit regardless of effectiveness and efficiency, a 

performance-based budget is applied which is aimed at increasing the effectiveness 

and efficiency of budget use and the implementation of performance-based budget 

activities describing the goals and objectives of the funds requested, the amount of 

costs -costs required to run the program that can measure the achievement of the 

program to be implemented. Budget management in Sidorame Barat I Village can 

still be said to be ineffective and efficient because performance-based budgeting is 

not only based on needs and balancing but also based on certain objectives whose 

implementation focuses on the effectiveness and efficiency of implementing an 

activity program. 

The aims of this study were (1) to find out the performance of the West 

Sidorame I Village government in managing the realization of the 2021-2022 period 

budget (2) to assess the effectiveness and efficiency of the implementation of 

programs and activities whose sources of financing are from the 2021-2022 period 

budget. 

This research uses quantitative with a descriptive approach. By calculating 

the development of the effectiveness and efficiency of the budget realization report 

for Kelurahan Sidorame Barat I. The subject of the research was the Secretary of 

Kelurahan West Sidorame I, Head of Community Development Section who was 

involved in preparing the budget. The object of this research is the Budget 

Realization Report for the 2021-2022 period. 

The conclusions of the results of this study are (1) The performance of the 

West Sidorame Sub-District Government I optimizes the budget effectively and 

efficiently in managing the realization of the 2021-2022 budget in accordance with 

Law Number 21 of 2011 concerning Regional Financial Management (2) The level 

of effectiveness of financial management in Sidorame Barat I Village I for the 2021- 

2022 fiscal year it can be said to be quite effective, namely it has an average 

effectiveness ratio of 183,53% (3) The efficiency level of financial management in 

Sidorame Barat I Village for the 2021-2022 fiscal year can be said to be quite 

efficient, namely it has an average 100%. 

 

Key Words : Government performance of West Sidorame Village I, Budget, 

Effectiveness, Efficiency. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan Akuntansi Sektor Publik yang ada di negara kita, dari tahun 

ke tahun mulai meningkat dengan adanya pelaksanaan pengelolaan keuangan 

daerah. Untuk saat ini akuntansi sektor publik banyak digunakan oleh lembaga 

pemerintah, perusahaan milik negara/daerah dan organisasi publik lainnya. 

Pengelolaan keuangan daerah berpengaruh besar bagi nasib suatu daerah karena 

bisa menjadi daerah yang kuat dan mampu mengembangkan kinerja dalam 

mengelola keuangan. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi agar bisa 

mengurangi pengangguran serta menurunkan tingkat kemiskinan yang ada di 

Indonesia, maka pengelolaan daerah harus dilaksanakan secara efektif, transparasi, 

akuntanbilitas dan adil. Kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola keuangan 

termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menggambarkan 

pembiayaan pemerintah terhadap kegiatan pelaksanaan dan pembangunan. (Sella 

R, 2018) 

Masyarakat menuntut pemerintah yang bersih atau yang dapat menyediakan 

informasi yang akuntabel dan transparan dalam pengelolaan keuangannya. 

Anggaran yang dikelola oleh organisasi sektor publik harus menerapkan prinsif 

efesiensi dan efektivitas yang menjadi indicator kinerja keuangan suatu entitas 

`sektor publik. Pelaporan keuangan sektor publik adalah menyediakan informasi 

mengenai sumber daya, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan 

menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas mendanai aktivitasnya dan 

memenuhi kebutuhan kasnya, menyediakan informasi yang berguna untuk 

mengevaluasi kemampuan entitas dalam membiayai aktivitasnya dalam memenuhi 

kewajiban serta komitmennya, menyediakan informasi mengenai kondisi keuangan 

suatu entitas dan perubahan yang terjadi , dan menyediakan informasi, serta 

keseluruhan yang berguna (Bastian, 2006). 
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Menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang “pemerintah daerah 

kelurahan, pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas dalam 

menyelenggarakan semua urusan pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, 

pengawasan, pengendalian dan evaluasi kecuali kewenangan bidang politik luar 

negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama dan kewenangan 

lain yang ditetapkan peraturan pemerintah. Pemberian hak otonomi daerah kepada 

pemerintah daerah untuk menentukan anggaran pendapatan dan belanja daerah 

(APBD) sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah”. 

Pada prinsipnya anggaran atau yang biasa kita sebut Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (APBD) adalah gambaran dari kebijakan pemerintah daerah 

yang dinyatakan dalam ukuran uang, yang meliputi kebijakan penerimaan 

pemerintah daerah serta realisasi anggaran tahun yang lalu. Dalam prakteknya, 

anggaran sering tidak sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. 

Penyusunan dan alokasi anggaran sering mengabaikan prinsip keadilan sosial. Hal 

itu ditandai oleh alokasi anggaran bagi pejabat yang jauh lebih besar dibandingkan 

anggaran untuk kepentingan public. Disinilah letak urgensi mengapa advokasi 

anggaran perlu dilakukan, agar anggaran benar-benar ditempatkan sebagaimana 

fungsi yang seharusnya. (Hanum Z, 2011). 

DAU adalah dana yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan 

antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka desentralisasi. 

Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan di dalam APBN dari 

pemerintah pusat ke pemda, dan pemda secara leluasa dapat menggunakan DAU 

apakah untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat sehingga 

akan menciptakan hidup yang sehat dan harapan hidup lebih panjang, 

meningkatkan kualitas pendidikan dan standard kehidupan masyarakat. (Ubar 

Harahap, 2011) 

Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Laporan ini menjadi salah satu Laporan 

pertanggungjawaban pemerintah daerah yang utama karena anggaran pemerintahan 

adalah tulang punggung dari penyelenggaraan pemerintahan. Anggaran ini 

mempunyai peran penting dalam stabilitas, distribusi, alokasi sumber daya publik, 
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perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja (Sinambela E, 

2018). 

Efektivitas adalah suatu kegiatan atau aktivitas perlu diperhatikan tentang 

pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan dan perubahan 

nyata (Abdullah I, 2016) . Sasaran anggaran yang jelas dan spesifik dan jelas tidak 

hanya terbatas kepada kesepakatan tujuan yang telah berhasil dirumuskan (Astuty 

W, 2012) 

(Badan Pemeriksa Keuangan, 2017) “Pengelolaan keuangan yang 

dilakukan dengan efisien dan efektif harus dilakukan secara maksimal, karena hal 

ini berkaitan dengan target dan realisasi penerimaan daerah, dan ternyata realisasi 

seringkali tidak sesuai dengan target, disini timbul pertanyaan mengapa demikian? 

Kalau pengelolaan keuangannya sudah efisien dan efektif ini berarti bahwa adanya 

suatu jaminan ketersediaan dana pembangunan, dan kalau pengelolaannya belum 

efisien dan efektif maka perlu untuk didorong atau digenjot lagi agar supaya 

pengelolaannya akan lebih membaik. Pendapatan asli daerah merupakan indikator 

kemandirian suatu daerah. Artinya semakin meningkatnya proporsi penerimaan 

PAD terhadap keseluruhan penerimaan pendapatan daerah yang ditunjukkan dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka daerah tersebut 

menunjukkan kemandirian dalam hal pembiayaan pembangunan daerahnya” 

Penganggaran dana untuk kelurahan pada 2021 berbeda dibandingkan 

dengan tahun lalu. Pada tahun lalu, pemerintah memutuskan mengalokasikan dana 

kelurahan secara tersendiri, walaupun menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari 

aparat pemerintah kota. Saat itu, dana kelurahan bersumber dari APBD dan DAU 

tambahan bantuan pendanaan kelurahan.( Permendagri No. 130 Tahun 2018). 

Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia dibawah 

kecamatan. Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah 

kabupaten atau kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang berstatus sebagai 

Pegawai Negeri Sipil Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat 

dengan desa. Berbeda dengan desa, kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya 

lebih terbatas. (Permendagri 31, 2006) 
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Tabel 1.1 

Laporan Realisasi Anggaran Dana Kelurahan Sidorame Barat I 

T.A 2021-2022 

(Dalam Ribuan) 
 

Tahun Keterangan Anggaran Realisasi Selisih Persentase 

(%) 

 
2021 

Belanja 

Keseluruhan 

 
Rp.1.109.734.737 

 
Rp.882.579.479 

 
Rp. 227.155.258 

 
179,53% 

 
 

2022 

Belanja 

Keseluruhan 

 

Rp.460.407.074 

 

Rp.406.197.848 

 

Rp. 54.209.226 

 

188,22% 

Sumber : Data Diolah Penulis, 2023 

 
 

Berdasarkan data diatas yang tertuang dalam tabel 1.1 menunjukkan bahwa 

anggaran belum sepenuhnya terealisasikan. Hal ini terlihat pada tahun 2021 

realisasi anggaran belanja sebesar 179,53%. Pada tahun 2022 realisasi anggaran 

sebesar 188,22% 

Pengalokasian anggaran di Kelurahan Sidorame Barat I. Dalam realisasi 

anggaran dana Kantor Lurah Sidorame Barat I terlihat dari instansi kinerjanya 

kurang efektif sehingga memungkinkan penggunaan anggaran pada Kantor Lurah 

Sidorame Barat I menurun. Hal tersebut mengungkapkan bahwa kegiatan pada 

masing-masing bidang kurang dipersiapkan dengan pelaksanaan metode dan teknis 

penilian dalam monitoring dan evaluasi anggaran Kelurahan Sidorame Barat I 

(Waspada.id, 2022) . 

 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai 

Efektivitas dan Efesiensi Kinerja Pemerintah di Kelurahan Sidorame Barat 

I.” 

 
1.2 Identifikasi Masalah 

 

Dari latar belakang diatas adapun identifikasi masalahnya adalah Anggaran 

Dana Kelurahan Sidorame Barat I T.A 2021 masih belum sepenuhnya 

terealisasikan hal ini menunjukkan kinerja instansinya yang kurang efesien 



5 
 

 

 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi 

rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana tingkat efektifitas dan 

efesiensi pada anggaran dana kelurahan sidorame barat I T.A 2021-2022 ? 

 
1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dibuat maka tujuan penelitian adalah 

Penelitian ini bertujuan untuk “menganalisis tingkat efektif dan efesien Kelurahan 

Sidorame Barat I dalam merealisasikan anggaran dana kelurahan 

 
1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian yang dapat diberikan kepada beberapa pihak 

antara lain : 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap 

pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai sumber bacaan maupun 

referensi bagi penggunannya sebagai sumber informasi dalam 

mengembangkan ilmu pengetahuan. 

 

 

 

 

 

b. Manfaat Praktisi 

1) Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan, pengalaman serta 

pengetahuan khususnya tentang mengenai anggaran dan realisasi sebagai 

efektivitas dan efesiensi kinerja pemerintah. 

2) Bagi Instansi 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan dan pertimbangan 

mengenai kebijaksanaan yang akan di ambil dalam menentukan anggaran 

pada tahun yang akan datang dan mampu untuk menganalisis kelayakan 

suatu penyusunan anggaran yang telah ditetapkan. 
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3) Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti berharap penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi yang akan 

melakukan penelitian dengan topik yang sama. 



 

 

BAB II 

 
KAJIAN PUSTAKA 

 
2.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

 
2.1.1 Pengertian APBD 

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 (Pemda, 2014), “Tentang 

Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa “Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang 

ditetapkan dengan peraturan daerah”. APBD adalah suatu rencana yang 

diungkapkan dalam bentuk kuantitatif yang biasanya berhubungan dengan 

keuangan (Mardiasmo, 2013). 

Menurut (Permendagri, No. 21 Tahun 2011), APBD adalah rencana 

keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah 

daerah dan DPRD, serta ditetapkan berdasarkan peraturan daerah. APBD 

merupakan instrument kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Anggaran 

daerah juga digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan 

pengeluaran. Selain itu membantu mengambil keputusan dan perencanaan 

pembangunan, serta otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang”. 

 
2.1.2 Fungsi APBD 

Pada Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 13 Thn 2006 menyatakan 

bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut : 

a. Fungsi Otorisasi , Anggaran daerah tersebut menjadi dasar untuk dapat 

melaksanakan pendapatan serta belanja daerah ditahun bersangkutan 

b. Fungsi Perencanaan, Anggaran daerah tersebut menjadi suatu pedoman 

bagi manajemen didalam merencanakan suatu kegiatan pada tahun yang 

bersangkutan. 

c. Fungsi Pengawasan , Anggaran daerah tersebut menjadi suatu pedoman 

untuk dapat menilai apakah kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan 

pemerintah daerah tersebut sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan 
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d. Fungsi Alokasi , Anggaran daerah tersebut harus diarahkan untuk dapat 

menciptakan lapangan kerja atau juga mengurangi pengangguran serta 

pemborosan sumber daya, dan juga meningkatkan efisiensi & efektivitas 

perekonomian. 

e. Fungsi Distribusi , Anggaran daerah tersebut harus memperhatikan pada 

rasa keadilan dan juga kepatutan. 

f. Fungsi Stabilisasi, Anggaran daerah tersebut menjadi alat untuk dapat 

memelihara serta mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian 

suatu daerah. 

 
2.1.3 Proses Penyusunan Dan Penetapan APBD 

Menurut (Permendagri No. 58 Tahun 2005) tentang pengelolaan keuangan 

daerah, secara garis besar sebagai berikut : 

a. Penyusunan rencana kerja pemerintah daerah. 

b. Penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran. 

c. Penetapan prioritas, dan plafon anggaran sementara. 

d. Penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD 

e. Penetapan APBD 

 
 

2.2 Anggaran Sektor Publik 

2.2.1 Pengertian Anggaran Sektor Publik 

“Anggaran sektor publik adalah instrument akuntabilitas atas pengelolaan 

dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang public 

(Mardiasmo, 2013). Anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu 

organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan 

umumnya dinyatakan dalam satuan uang (Nafarin, 2012). Sedangkan pengertian 

anggaran menurut ”Commite on Governmental Accounting” yang dikutip oleh 

(Haruman, 2010) anggaran adalah rencana operasi keuangan yang mencakup 

estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan 

untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu”. 

Menurut (Indra Bastian, 2010) Anggaran mempunyai karakteristik sebagai 

berikut: 
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a. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan non keuangan. 

b. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, satuan atau 

beberapa tahun. 

c. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen, untuk 

mencapai sasaran yang ditetapkan. 

d. Usulan anggaran telah disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi 

dari penyususunan anggaran. 

e. Sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu 

 

 
2.2.2 Fungsi Anggaran Sektor Publik 

Menurut (Heldawati, 2021) Fungsi anggaran sektor publik adalah sebagai 

berikut: 

1. Anggaran sebagai alat perencanaan, Anggaran sebagai alat perencanaan 

digunakan untuk : 

a. Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi 

dan misi yang ditetapkan. 

b. Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai 

tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber 

pembiayaannya 

c. Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang 

telah disusun 

d. Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi 

2. Anggaran Sebagai Alat Pengendalian (Control Tool), Pengendalian 

anggaran publik dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu: 

a. Membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan. 

b. Menghitung selisih anggaran (favourable dan unfavourable 

variances). 

c. Menemukan penyebab yang dapat dikendalikan (controllable) dan 

tak dapat dikendalikan (uncontrollable) atas suatu varians. 

d. Merevisi standar biaya atau target anggaran untuk tahun berikutnya. 

e. Anggaran Sebagai Alat Kebijakan Fiskal (Fiscal Tool) 
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Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk 

menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Anggaran dapat 

digunakan untuk mendorong, memfasilitasi, danmengkoordinasikan kegiatan 

ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. 

3. Anggaran Sebagai Alat Politik (Political Tool) 

Dalam pembuatan anggaran publik membutuhkan political skill, coalition 

building, keahlian berlembaga dan pemahaman tentang prinsip manajemen 

keuangan publik oleh para pimpinan publik. 

4. Anggaran Sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi (Coordination and 

Communication Tool). 

Setiap unit kerja pemerintahan terlibat dalam proses penyusunan anggaran. 

Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan. 

Anggaran publik yang disusun dengan baika kan mampu memprediksi terjadinya 

inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan lembaga atau instansi. 

5. Anggaran Sebagai Alat Penilaian Kinerja (Performance Measurement Tool) 

Anggaran merupakan wujud   komitmen   dari budget   holder (eksekutif) 

kepada pemberi wewenang (legislatif). Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan 

pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Kinerja pimpinan 

publik dinilai berdasarkan berapa yang berhasil ia capai, dihubungkan dengan 

anggaran yang disepakati. 

6. Anggaran Sebagai Alat Motivasi (Motivation Tool). 

Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi pimpinan dan stafnya 

agar bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien dalam mencapai target dan tujuan 

lembaga yang telah disepakati. Agar dapat memotivasi pegawai, anggaran 

hendaknya bersifat challenging but attainable atau demanding but achievable 

maksudnya target anggaran hendaknya jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat 

dipenuhi, namun jangan terlalu rendah sehingga terlalu mudah untuk dicapai. 

1. Anggaran Sebagai Alat untuk Menciptakan Ruang Publik (Public Share) 

Fungsi ini hanya berlaku pada lembaga swasta anggaran merupakan 

dokumen rahasia yang tertutup untuk publik. Masyarakat dan elemen masyarakat 

lainnya non publik, seperti LSM, Perguruan Tinggi, Organisasi Keagamaan, dan 

organisasi masyarakat lainnya, harus terlibat dalam proses penganggaran publik. 
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keikutsertaan mereka dapat bersifat langsung dan tidak langsung. Keterlibatan 

langsung masyarakat dalam proses penganggaran dapat dilakukan mulai dari proses 

penyusunan perencanaan pembangunan maupun rencana kinerja publik (daerah), 

sedangkan keterlibatan secara tidak langsung dapat melalui perwakilan mereka di 

lembaga legislatif (DPR/DPRD). 

 
2.2.3 Jenis – Jenis Anggaran Sektor Publik 

(Halim dan Kusufi, 2016) dalam menyusun anggaran terdapat dua 

pendekatan, yaitu: 

1. Pendekatan Tradisional 

Anggaran tradisional merupakan pendekatan yang banyak digunakan di 

negara berkembang. Adapun ciri-ciri anggaran dengan pendekatan tradisonal yaitu: 

a. Cara penyusunan anggaran berdasarkan pendekatan incrementalism. 

b. Struktur dan susunan anggaran yang bersifat line-item. 

c. Cenderung sentralistis. 

d. Bersifat spesifikasi. 

e. Tahunan. 

f. Menggunakan prinsip-prinsip anggaran bruto. 

 
 

2. Pendekatan New Public Management 

New public management berfokus pada manajemen sektor publik yang 

berorientasi pada kinerja bukan pada kebijakan. Paradigma new public 

management telah melahirkan beberapa teknik penganggaran dalam sektor publik, 

yaitu: 

a. Anggaran Kinerja (Performance Budgeting) 

Anggaran dengan pendekatan kinerja sangat menekankan pada konsep 

value for money dan pengawasan atas kinerja output. Pendekatan ini juga 

mengutamakan mekanisme penentuan dan pembuatan prioritas tujuan serta 

pendekatan yang sistematis dan rasional dalam proses pengambilan keputusan. 
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b. Anggaran Program (Program Budgeting) 

Metode ini menekankan bahwa keputusan penganggaran harus didasarkan pada 

tujuan-tujuan dari aktivitas pemerintahan daripada input untuk menghasilkan 

barang dan jasa pemerintah. 

c. Anggaran Berbasis Nol (Zero Based Budgeting-ZBB) 

Penyusunan anggaran ini dapat mengatasi kelemahan pendekatan 

incrementalism dan line-item karena anggaran diasumsikan mulai dari nol (zero- 

based), tidak berdasarkan pada tahun lalu tapi berdasarkan kebutuhan saat ini. 

d. Planning, Programming and Budgeting System (PPBS) 

PPBS merupakan suatu anggaran di mana pengeluaran secara primer 

dikelompokkan dalam aktivitas-aktivitas yang didasarkan pada program kerja dan 

secara sekunder didasarkan pada jenis atau karakter objek dan kinerja. PPBS 

merupakan upaya sistematis yang memperhatikan integrasi dari perencanaan, 

pembuatan program, dan penganggaran. 

 
2.2.4 Proses Penyusunan Anggaran Sektor Publik 

(Marsdiasmo dan Ayumiati, 2017) mengungkapkan bahwa proses 

penyusunan anggaran sektor publik adalah sebagai berikut: 

1. Tahap Persiapan dan penyusunan anggaran (budget preparation) 

Pada tahap persiapan dan penyusunan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran 

atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Terkait dengan masalah tersebut, yang 

perlu diperhatikan adalah sebelum menyetujui taksiran pengeluaran, hendaknya 

terlebih dahulu dilakukan penaksiran pendapatan secara lebih akurat. Selain itu, 

harus disadari adanya masalah yang cukup berbahaya jika anggaran pendapatan 

diestimasi pada saat bersamaan dengan pembuatan keputusan tentang anggaran 

pengeluaran. Dalam persoalan estimasi, yang perlu mendapat perhatian adalah 

terdapatnya faktor “uncertainly” (tingkat ketidakpastian) yang cukup tinggi. Oleh 

sebab itu, manajer keuangan publik harus memahami betul dalam menentukan 

besarnya suatu mata anggaran. Besarnya suatu mata anggaran sangat tergantung 

pada teknik dan sistem anggaran yang digunakan. 
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2. Tahap ratifikasi Anggaran 

Tahap berikutnya adalah budget ratification. Tahap ini merupakan tahap 

yang melibatkan proses politik yang cukup rumit dan cukup berat.Pimpinan 

eksklusif (Kepala Daerah) dituntut tidak hanya memiliki “managerial skill” namun 

juga harus mempunyai “political skill,” “salesmanship”dan “coalition building” 

yang memadai. Integritas dan kesiapan mental yang tinggi dari eksekutif sangat 

penting dalam tahap ini. Hal tersebut penting karena dalam tahap ini pimpinan 

eksekutif harus mempunyai kemampuan untuk menjawab dan memberikan 

argumentasi yang rasional atas segala pertanyaan-pertanyaan dan bantahan- 

bantahan dari pihak legislatif. 

3. Tahap Pelaksanaan Anggaran (budget implementation) 

Setelah anggaran disetujui oleh legislatif, tahap berikutnya adalah 

pelaksanaan anggaran. Dalam tahap ini, hal terpenting yang harus diperhatikan oleh 

manajer keuangan publik adalah dimilikinya sistem (informasi) akuntansi dan 

sistem pengendalian manajemen. Manajer keuangan publik dalam hal ini 

bertanggung jawab untuk menciptakan sistem akuntansi yang memadai dan handal 

untuk perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah disepakati, dan bahkan 

dapat diandalkan untuk tahap penyusunan anggaran periode berikutnya. Sistem 

akuntansi yang digunakan hendaknya juga mendukung pengendalian anggaran. 

4. Tahap Pelaporan dan Evaluasi Anggaran 

Tahap terakhir dari siklus anggaran adalah pelaporan dan evaluasi 

anggaran. Tahap persiapan, ratifikasi, dan implementasi anggaran terkait dengan 

aspek operasional anggaran, sedangkan tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan 

aspek akuntabilitas. Apabila pada tahap implementasi telah didukung dengan sistem 

akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka pada 58 tahap 

pelaporan dan evaluasi anggaran biasanya tidak akan menemui banyak masalah. 
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2.3 Realisasi Anggaran 

2.3.1 Pengertian Realisasi Anggaran 

“Dalam bukunya yang berjudul penyusunan dan Analisis Laporan keuangan 

Pemerintah Daerah menjelaskan. Realisasi Anggaran adalah laporan yang 

menggambarkan perbandingan antara anggaran pendapatan dan belanja dengan 

realisasinya yang menunjukan ketaatan terhadap peraturan dan ketentuan 

perundang-perundangan”. (Gege E.P, 2011) 

Menurut (Permendagri, 2013 No. 64), “Laporan realisasi anggaran 

menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang 

dikelola oleh pemerintah pusat/daerah yang menggambarkan perbandingan antara 

anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan”. 

 
2.3.2 Struktur Laporan Realisasi Anggaran 

Menurut (Permendagri, 2006 No. 13), struktur APBD merupakan satu 

kesatuan yang terdiri dari : 

a. Pendapatan daerah adalah hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai 

kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali 

oleh daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening 

kas umum daerah yang menambah ekuitas dana. 

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

PAD adalah bagian dari pendapatan daerah yang bersumber dari potensi 

daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan tersebut sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan daerah dalam 

memungut PAD dimaksudkan agar daerah dapat mendanai pelaksanaan otonomi 

daerah yang bersumber dari potensi daerahnya sendiri Pendapatan Asli Daerah 

terdiri dari : 

a) Pajak Daerah 

 

b) Retribusi Daerah 

 

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan,yang mencakup : 

 

1) Bagian laba atas pernyetaan modal pada perusahaan milik daerah 

(BUMD) 
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2) Bagian laba atas pernyetaan modal pada perusahaan milik pemerintah 

(BUMN) 

3) Bagian laba atas pernyetaan modal pada perusahaan milik swasta. 

d) Lain-lain PAD yang sah meliputi : 

1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan 

2) Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak 

dipisahkan 

3) Jasa giro 

4) Pendapatan bunga 

5) Penerimaan atas tuntutan ganti rugi daerah 

6) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing 

7) Komisi, potingan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari prnjualan 

dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah. 

8) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan 

pekerjaan 

9) Pendapatan denda pajak dan retribusi 

10) Pendapatan dari fasilitas sosial dan fasilitas umum 

11) Pendapatan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan 

12) Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan. 

2. Dana Pertimbangan , meliputi : 

a) Dana alokasi umum 

b) Dana alokasi khusus, dan 

c) Dana bagi hasil, yang meliputi bagi hasil pajak dan bukan 

pajak 

3. Pendapatan Lain-Lain yang sah, meliputi : 

a) Pendapatan hibah 

b) Pendapatan dana darurat 

c) Dana bagi hasil pajak dan provinsi kepada kabupaten/kota 

d) Dana otonomi khusus 

Berdasarkan (Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010) tentang Standar 

Akuntansi Pemerintah yang disajikan berdasarkan PSAP No.02 laporan realisasi 

anggaran menyajikan informasi yang masing-masing diperbandingkan dengan 
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anggarannya dalam satu periode. Dalam laporan realisasi anggaran harus 

didentifikasikan secara jelas. Struktur laporan realisasi anggaran menyajikan 

informasi realisasi antara lain : 

a. Pendapatan 

1. Pendapatan (basisi kas) adalah penerimaan oleh bendahara umum 

negara/bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang 

menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan 

menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar lagi oleh pemerintah. 

2. Pendapatan (basis akrual) adalah hak pemerintah yang diakui sebagai 

penambah nilai kekayaan bersih. 

b. Belanja 

1. Belanja (basis kas) adalah semua pengeluaran oleh bendahara umum 

negara/bendahara umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam 

periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh Kembali oleh 

pemerintah. 

2. Belanja (basis akrual) adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai 

pengurang nila kekayaan bersih. 

c. Transfer 

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang dari suatu entitas 

pelaporan kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi 

hasil. 

d. Surplus atau Defisit 

Surplus atau defisit adalah selisisih lebih atau kurang antara pendapatan dan 

belanja selama satu periode pelaporan Pembiayaan (Financing) Pembiayaan 

(financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran 

yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun 

tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama 

dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. 
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2.3.3 Tujuan Realisasi Anggaran 

“Pengelola realisasi anggaran harus membantu memutuskan produk atau 

layanan jasa apa saja yang diberikan, apa yang diprioritaskan dalam organisasi, apa 

tujuan kualitasnya dan bagaimana mengelola sumber dayanya”. (Bastian. 2011) 

 
2.4 Indikator Kinerja 

2.4.1 Pengertian Indikator Kinerja 

“Menjelaskan bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu proses penilaian 

kemajuan pekerjaan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, 

termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan 

barang dan jasa. kualitas barang dan jasa, perbandingan hasil kegiatan dengan 

target, dan efektifitas tindakan dalam mencapai tujuan”.(Mahmudi, 2015) 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja 

merupakan suatu proses untuk menilai kinerja yaitu untuk menilai sukses atau 

tidaknya suatu organisasi, program, atau kegiatan. 

(Indra, 2006) Menjelaskan bahwa ada enam aspek yang digunakan untuk 

mengukur kinerja: 

1. Aspek finansial 

Aspek finansial meliputi anggaran atau cash flow. Aspek finansial ini sangat 

peniing diperhatikan dalam pengukuran kinerja, sehingga kondisi keuangan dapat 

dianalogikan sebagai aliran darah dalam tubuh manusia. 

2. Kepuasan pelanggan 

Dalam globalisasi perdaeangan. peran dan posisi pelanggan sangat krusial dalam 

penentuan strategi perusahaan. Untuk itu, manajemen perlu memperoleh informasi 

yang relevam mengenai tingkat kepuasan pelanggan. 

3. Operasi dan bisnis internal 

Informasi operasi bisnis internal diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh 

kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang tercantum 

dalam skema strategi. Disamping itu, informasi operasi bisnis internal juga 

diperlukan untuk melakukan perbaikan terus menerus atau efisiensi dan efektifitas 

operasi perusahaan, 

4. Kepuasan pegawai 
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Dalam perusahaan yang banyak melakukan inovasi, peran strategis pegawai 

sungguh sangat nyata. Apabila pegawai tidak dikeiola dengan baik, maka 

kehancuran perusahaan sulit untuk dihindari. 

5. Kepuasan komunitas dan sharenholders/stakeholders 

Pengukuran kineija perlu didesain untuk mengakomodasikan kepuasan dari para 

stakeholders. 

6. Waktu 

Ukuran waktu juga merupakan variabei yang perlu diperhatikan dalam desain 

pengukuran kinerja, sehingga informasi yang dibutuhkan diharapkan relevan dan 

up to date. 

 
2.4.2 Manfaat Pengukuran Kinerja 

Menurut (Yuwono, 2008) manfaat sisem pengukuran kinerja yang baik yaitu : 

1. Menelusuri kinerja terhadap harapan pelanggan sehingga akan membawa 

perusahaan lebih dekat pada pelanggannya dan membuat seluruh orang 

yang dalam organisasi terlibat dalam upaya memberikan kepuasan 

pelanggan. 

2. Memotivasi pegawai untuk melakukan pelayanan sebagai mata rantai 

pelanggan dan pemasok internal. 

3. Mengindetifikasi berbagai pemborosan sekaligus mendorong upaya-upaya 

pengurangan terhadap pemborosan tersebut (reduction of waste). 

4. Membuat tujuan strategis yang biasanya masih kabur menjadi lebih konkret 

sehingga mempercepat proses pembelajaran organisasi. 

5. Membangun konsensus untuk melakukan suatu perubahan dengan memberi 

“reward” atas perilaku yang diharapkan tersebut. 
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Efektivitas = 
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 

x 100%
 

𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 

 

 

 

2.5 Efektivitas dan Efesiensi 

2.5.1 Pengertian Efektivitas 

Menurut (Mardiasmo, 2017) Efektifitas adalah ukuran berhasil tidaknya 

pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Semakin besar kontribusi 

output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, 

maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. 

(Makmur, 2011) Mengungkapkan Indikator efektivitas dilihat dari 

beberapa segi kriteria efektivitas kinerja pemerintah, sebagai berikut : 

a. Ketepatan waktu 

b. Ketepatan perhitungan biaya 

c. Ketepatan dalam pengukuran 

d. Ketepatan dalam menentukan pilihan. 

e. Ketepatan berpikir 

Berikut formula untuk mengukur tingkat efektifitas anggaran belanja: 
 

 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 2016. Kriteria 

tingkat efektivitas anggaran belanja dapat dilihat pada tabel 2.1 

 
Tabel 2.1 

Kriteria Efektivitas 
 
 

Presentase Pengukuran Kriteria Efektivitas 

100% keatas Sangat Efektif 

90% sampai 100% Efektif 

80% sampai 90% Cukup Efektif 

60% sampai 80% Kurang Efektif 

Kurang dari 60% Tidak Efektif 

Sumber.: Kepmendegri Tahun 1996 No. 690.900.327.2016 
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Efesiensi = 
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐿𝑎𝑛𝑔𝑠𝑢𝑛𝑔 

x 100%
 

𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 

 

 

 

2.5.2 Efesiensi 

“Efesiensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan 

benar. Ini merupakan perhitungan tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah 

dilihat dari sisi pengeluaran formula perhitunganya antara penerimaan daerah 

dengan belanja rutin. Suatu kerja organisasi atau pemerintah dikatakan efisien 

apabila mencapai keluaran yang lebih tinggi berupa hasil, produktifitas, 

performance, dibanding masukan-masukan yang berupa tenaga kerja, bahan, uang, 

mesin dan waktu yang digunakan. Dengan kata lain, meminimumkan biaya 

penggunaan sumber daya untuk mencapai keluaran yang telah ditentukan , atau 

sebaliknya disebut efisien. apabila dapat memaksimumkan keluaran dengan jumlah 

masukan yang terbatas”. ( Mardiasmo, 2010) 

Efisiensi merupakan pencapaian output yang maksimum dengan input yang 

terenda. Efisiensi merupakan perbandingan antara output dengan input yang 

dihasilkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. 

(Haryanto,2007) 

Berikut formula untuk mengukur tingkat efisiensi anggaran belanja: 
 

 
 

 

Keputusan Menleri Daiam Negeri Nomor 690. 900-327 Tahun 2016, 

kriteria tingkat efesinsi anggaran belanja dapat dilihat pada tabel 2.2 

 
Tabel 2.2 

Kriteria Efesiensi 
 
 

Presentasi Pengukuran Kriteria Efesiensi 

100% keatas Tidak Efisien 

90% sampai 100% Kurang Efisien 

80% sampai 90% Cukup Efisien 

60% sampai 80% Efisien 

Kurang dari 60% Sangat Efisien 

Sumber : Kepmendegri Tahun 1996 No. 690.900.327.2016 
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Suatu kegiatan dikatakan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan 

pekerjaan tersebut telah mencapai sasaran (output) dengan biaya (input) yang 

terendah atau dengan biaya (input) minimal diperoleh hasil (output) yang 

diinginkan (Bastian, 2006). Indikator penentu efisiensi kinerja pemerintah daerah 

adalah : 

a) Faktor teknologi pelaksanaan pekerjaan. 

b) Faktor struktur organisasi yaitu susunan yang stabil dari jabatan-jabatan 

baik itu struktural maupun fungsional. 

c) Faktor sumber daya manusia seperti tenaga. kerja, kemampuan kerja, 

maupun sumber daya fisik seperti peralatan kerja, tempat bekerja serta 

dana keuangan. 

d) Faktor dukungan kepada aparatur dan pelaksanaanya baik pimpinan 

maupun masyarakat 

e)  Faktor pimpinan dalam arti kemampuan untuk mengkombinasikan 

keempat faktor tersebut kedalam suatu usaha yang berdaya guna dan 

berhasil guna untuk mencapai sasaran yang dimaksud 

 
 

2.6 Penelitian Terdahulu 

 

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang relevan dan biasanya digunakan 

untuk membandingkan antara penelitian yang dibuat dengan penelitian orang lain. 

Penelitian tentang kinerja realisasi anggaran telah banyak mengalami 

perkembangan. Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan dan efektifitas 

dan efisiensi kinerja . Dari berbagai penelitian yang telah dilakukan, ada faktor- 

faktor yang berpengaruh positif namun ada juga yang tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja realisasi anggaran 

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan 

penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam 

mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, peneliti tidak 

menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian peneliti. 

Namun Peneliti mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam beberapa 

jurnal terkait dengan penelitian ini. (Randi, 2018) 
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Tabel 2.3 

Penelitian Terdahulu 
 
 

No. Nama 

Peneliti 

Judul Sumber Hasil 
Penelitian 

1. Sella Ria 

Purwanti 

(2018) 

Analisis 

Realisasi 

Anggaran Untuk 

Menilai 

Efektivitas  dan 

Efesiensi Kinerja 

Pemerintah Pada 

Kantor 

Kelurahan 

Kutoanyar 

Kecamatan 

Tulungagung 

Kabupaten 

Tulungagung 

periode 2013- 

2017 

Jurnal penelitian 

Universitas 

Nusantara PGRI 

Kediri 

Kinerja   Pemerintah 

Kelurahan Kutoanyar 

melakukan 

optimalisasi anggaran 

secara efisiensi   dan 

efektivitas     dalam 

pengelolaan  realisasi 

anggaran      tahun 

anggaran   2013-2017 

sesuai dengan Undang- 

undang  Nomor   21 

Tahun 2011 tentang 

Pengelolaan Keuangan 

Daerah. Tingkat 

efektivitas pengelolaan 

keuangan di Kelurahan 

Kutoanyar  tahun 

anggaran 2013-2017 

dapat dikatakan efektif 

yaitu memiliki rasio 

efektivitas rata-rata 

97,98%. Tingkat 

efisiensi pengelolaan 

keuangan di Kelurahan 

Kutoanyar  tahun 

anggaran 2013-2017 

dapat dikatakan efisien 

yaitu   memiliki   rata- 
rata 87,47% 

2. Heldawati 

(2021) 

Analisis 

Realisasi 

Anggaran 

Untuk Menilai 

Efektivitas Dan 

Efesiensi 

Kinerja 

Pemerintahan 

Kabupaten 

Luwu 

Jurnal 

Penelitian 

Universitas 

Muhammadiyah 

Makassar 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

Analisis Realisasi 

Anggaran 

Efektivitas        Dan 

Efisiensi Kinerja 

Pemerintah 

Kabupaten Luwu di 

katakan Baik 

dikarenakan  data- 

data yang di olah 

secara olah sekunder 

memberikan  hasil 

yang baik pula. 
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3. Lince Liling 

(2022) 

Analisis 

Anggaran Dan 

Realisasi Untuk 

Menilai 

Efektivitas Dan 

Efesiensi 

Kinerja Desa 

Makkodo 

Kecamatan 

Simbuang 

Kabupaten 

Tana Toraja 

Jurnal 

Penelitian 

Universitas 

Bosowa 

Makassar 

Berdasarkan  hasil 

perhitungan 

anggaran  mengenai 

tingkat efektivitas 

pelaksanaan belanja 

anggaran   setiap 

tahunnya kriteria 

berjalan    cukup 

efektif. Dikatakan 

cukup efektif karena 

berdasarkan 

perhitungan   tahun 

2019-2021 memiliki 

rasio efektivitas rata- 

rata 99%   hal ini 

dikarenakan  masih 

adanya pemborosan 

dan tidak teliti dalam 

mempertimbangkan 

alokasi  keuangan 

yang ditujukan untuk 

membiayai 

pembangunan 

sehingga pencapaian 

sasaran masih belum 
optimal. 

4. Kiky 

Muryanti 

(2015) 

Analisis 

Realisasi 

Anggaran 

Untuk Menilai 

Efektivitas dan 

Efisiensi 

Kinerja 

Pemerintah 

Daera 

Kabupaten 

Wonogiri 

Periode 2011- 

2015 

Jurnal 

Penelitian 

Universitas 

Muhammadiyah 

Surakarta 

Hasil penenelitian 

menunjukkan bahwa, 

perkembangan 

tingkat  efektivitas 

pengelolaan 

keuangan daerah di 

Kabupaten Wonogiri 

selama      tahun 

anggaran 2011-2015 

dapat   dikatakan 

sangat efektif, yaitu 

dengan    memiliki 

rasio efektivitas rata- 

rata di atas 100%, 

sedangkan 

perkembangan 

tingkat     efisiensi 

pengelolaan 

keuangan daerah di 

Kabupaten Wonogiri 

selama tahun 

anggaran 2011-2015 
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    dapat dikatakan 

efisien 

5. Rusmilawati 

(2021) 

Analisis 

Realisasi 

Anggaran 

Untuk Menilai 

Efektivitas dan 

Efisiensi 

Kinerja 

Pemerintah 

Kantor 

Kelurahan Di 

Kecamatan 

Banjarmasin 

Tengah 

Provinsi 

Kalimantan 

Selatan Periode 

Tahun 2016 – 

2018 

Jurnal 

Penelitian 

Sekolah Tinggi 

Ilmu Ekonomi 

Indonesia 

Banjarmasin 

Secara keseluruhan 

hasil perhitungan 

efektivitas   kinerja 

kantor Kelurahan Di 

Kecamatan 

Banjarmasin Tengah 

Provinsi  Kalimatan 

Selatan   periode 

tahun 2016 – 2018 

sudah efektif karena 

hasil yang di capai 

90%    keatas. 

Sedangkan  untuk 

hasil perhitungan 

efisiensi  kinerja 

kantor Kelurahan Di 

Kecamatan 

Banjarmasin Tengah 

Provinsi Kalimantan 

Selatan tahun 2016 

sampai tahun 2017 

sudah sangat efisien 

karena hasil yang di 

capai kurang dari 

60%. Untuk hasil 

perhitungan efisiensi 

tahun 2018 sudah 

sangat efisien 

6. Suyatman 

(2020) 

Analisis 

Realisasi 

Anggaran 

Untuk Menilai 

Efektifitas dan 

Efisiensi 

Kinerja 

Pemerintah 

Pada Kantor 

Kelurahan 

Kasiguncu 

Kecamatan 

Poso 

Pesisir 

Kabupaten 

Poso 

Jurnal 

Penelitian 

Universitas 

Sintuwu Maroso 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

tahun 2017, 2018 dan 

2019 tingkat 

efektifitas 

pendapatan  pada 

kelurahan Kasiguncu 

termasuk  pada 

kategori efektif 

dimana  hasil 

perbandingannya 

diperoleh sebesar 

100%. diperoleh 

antara 90% - 100%. 
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7. Mila Naffa 

Litauji 

(2021) 

Analisis 

Laporan 

Realisasi 

Anggaran 

(LRA) Untuk 

Minilai Kinerja 

Keuangan Pada 

Kantor 

Kecamatan 

Kramat. 

Jurnal 

Penelitian 

Politeknik Tegal 

Hasil  penelitian 

diperoleh   bahwa 

tingkat dan kriteria 

efektivitas    Tahun 

Anggaran 2018-2020 

cukup efektif karena 

penerimaan 

anggaran yang stabil 

dengan persentase 

sebesar 85,64 
 

 

2.7 Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir merupakan pokok dalam penelitian dimana konsep 

teoritis akan berubah kedalam definisi operasional yang dapat menggambarkan 

rangkaian variabel yang akan diteliti. Penelitian ini akan membahas tentang 

permasalahan anggaran dan realisasi untuk menilai efektivitas dan efisiensi kinerja. 

(Restia Asita, 2018) 

Menurut (Permendagri No. 6 Tahun 2008) menjelaskan bahwa 

pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan 

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip 

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kelurahan adalah 

pembagian wilayah administrative di Indonesia setelah kecamatan. Kelurahan 

merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kota. Kelurahan dipimpin 

oleh seorang lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Kelurahan 

merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa. Berbeda dengan desa, 

kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas. (Permendagri No. 31 

Tahun 2006). 

Anggaran adalah suatu pendekatan sistematis untuk membantu pemerintah 

lebih responsif terhadap masyarakat dengan menghubungkan pendanaan program 

untuk kinerja dan produksi (Sony Yuwono, 2009). Realisasi Aadalah kegiatan 

pelaksanaan anggaran yang meliputi kegiatan analisis serta evaluasi pelaksanaan 

anggaran (budget) (Munandar, 2012). 
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Dari anggaran dan realisasi diturunkan Analisis Rasio adalah suatu angka 

digambarkan dalam suatu pola yang dibandingkan dengan pola lainnya serta 

dinyatakan dalam presentase . Menurut (Halim, 2012) Rasio efektivitas merupakan 

salah satu rasio yang digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah dalam suatu 

daerah dalam mewujudkan realisasi pada pendapatan daerahnya sendiri kemudian 

selanjutnya akan dibagi dengan anggaran yang telah ditentukan dalam potensi 

nyata dalam suatu daerah. Yang memiliki 5 indikator dalam mengukur efektivitas 

yaitu ketepatan waktu, ketepatan perhitungan biaya, ketepatan dalam pengukuran, 

ketepatan dalam menentukan pilihan, dan ketepatan berpikir (Makmur, 2011). 

Rasio Efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya 

biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan 

yang diterima. (Whenny, 2012). Memiliki 5 indikator dalam mengukur efesiensi 

yaitu faktor teknologi pelaksanaan pekerjaan, faktor struktur organisasi, faktor 

SDM, faktor dukungan kepada aparatur, dan faktor pimpinan (Bastian, 2006). Dari 

materi diatas dapat disimpulkan bagaimana analisis rasio efektivitas dan rasio 

efesiensi di Kelurahan Sidorame Barat I. 

Berdasarkan kerangka pikir yang telah dijelaskan diatas, maka kerangka 

pikir dalam penelitian tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut ini. 
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Gambar 2.1 

 

Kerangka Berpikir 

 

5 indikator dalam mengukur 

efesiensi yaitu faktor teknologi 

pelaksanaan pekerjaan, faktor 

struktur organisasi, faktor SDM, 

faktor dukungan kepada aparatur, 

dan faktor pimpinan. (Bastian,2006) 

 

5 indikator dalam mengukur 

efektivitas yaitu ketepatan waktu , 

ketepatan perhitungan biaya, 

ketepatan dalam pengukuran, 

ketepatan dalam menentukan pilihan, 

ketepatan berpikir. (Makmur,2011) 

Kesimpulan Kelurahan Sidorame Barata I 

Realisasi Anggaran 

Kelurahan Sidorame Barat I 

Kecamatan Medan Perjuangan 

Analisis Rasio 

Pemerintahan Daerah 



 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Dalam Penelitian ini, peneliti menggunanakan metode pendekatan 

kuantitatif dengan Teknik penelitian deskriptif. Pendekatan kuanitatif adalah 

metode penelitian dilandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti 

pada subjek atau objek tertentu (Sugiyono, 2010). Secara penelitian kuanitatif 

menghitung perkembangan efektivitas dan efesiensi laporan realisasi anggaran 

kelurahan Sidorame Barat I periode 2021-2022. Metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian iniadalah studi lapangan dengan cara wawancara 

langsung dan dokumentasi. 

 
3.2 Definisi Operasional 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek 

atau kegiatan yang memepunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Independent Variable sering 

disebut sebagai variabel stimulus, predictor, dan antecedent.Dalam bahasa 

Indonesia sering disebut variabel bebas.Variabel bebas merupakan variabel yang 

mepengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen 

(terikat). Variabel independen dalam penelitian ini adalah efektifitas dan efisiensi 

kinerja. Dependent Variable sering disebut sebagai variabel output, kriteria, 

konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, 

karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2019). Definisi Operasional adalah 

definisi yang dibuat spesifik sesuai dengan kriteria atau pengukuran, dibentuk 

dengan cara mencari indikator empiris konsep Definisi operasional dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Efektivitas kinerja anggaran sektor publik adalah ukuran berhasil tidaknya suatu 

organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, 

maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Pengukuran efektivitas bisa 

dilakukan hanya dengan mengukur outcome. Efektivitas dalam pemerintah daerah 
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Efektivitas = 
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 

x 100%
 

𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 

Efesiensi : 
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐿𝑎𝑛𝑔𝑠𝑢𝑛𝑔 

x 100%
 

𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 

 
 

dapat diartikan penyelesaian kegiatan tepat waktu dan dalam batasan anggaran yang 

tersedia. 

Berikut Formula untuk mengukur tingkat efektifitas anggaran belanja : 
 

Sumber: Kepmendegri Tahun 1996 No. 690.900.327.2016 

 

2) Efisiensi merupakan suatu kondisi atau keadaan, dimana penyelesaian suatu 

pekerjaan di laksanakan dengan benar dan dengan penuh kemampuan yang dimiliki 

Secara sistematis. Efisiensi kinerja anggaran diukur dengan rasio antara output dan 

input. Pengukuran efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas, 

pengukuran efesiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output 

yang di hasilkan terhadap input yang digunakan. 

Berikut Formula untuk mengukur tingkat efesiensi anggaran belanja: 
 

Sumber : Kepmendegri No. 690.900.327 Tahun 2016 

 
Tabel 3.1 

Kisi – Kisi Wawancara 
 
 

No. Variabel Indikator 

1. Efektivitas 

Kinerja 

1. Ketepatan waktu dalam pengelolaan dana kelurahan. 

2. Ketepatan perhitungan biaya dalam pengelolaan 

anggaran dana kelurahan. 

3. Ketepatan dalam pengukuran dana kelurahan. 

4. Ketepatan dalam menentukan pilihan kegiatan dalam 

pengelolaan dana kelurahan. 
5. Ketepatan berpikir dalam pengelolaan dana kelurahan. 

2. Efesiensi Kinerja 1. Faktor teknologi pelaksanaan pekerjaan kelurahan. 

2. Faktor struktur organisasi dalam susunan yang stabil 

dari jabatan-jabatan baik struktural maupun 

fungsional kelurahan. 
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  3. Faktor sumber daya manusia seperti tenaga kerja, 

kemampuan kerja, maupun sumber daya fisik seperti 

peralatan kerja, tempat bekerja serta dana keuangan 

kelurahan. 

4. Faktor dukungan kepada aparatur dan pelaksananya 

baik pimpinan maupun masyarakat dalam 

berkegiatan. 

5. Faktor pimpinan dalam kemampuan untuk 

mengkombinasikan kedalam suatu usaha yang 

berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai 

sasaran kelurahan. 
 

 

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 

a. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Kelurahan Sidorame Barat I 

Daerah Jalan Pelita III Gang Pepaya No. 9 Medan. 

b.Waktu Penelitian 

Adapun waktu yang telah direncanakan ± 6 Bulan mulai pada bulan Januari 

2023 sampai Juni 2023. 

Tabel 3.2 

Jadwal Pelaksanaan Waktu Penelitian 

 

 
 

No. 

 
 

Kegiatan 

Jadwal Penelitian 

 

Desember 

2022 

 

Januari 

2023 

 

Februari 

2023 

 

Maret 

2023 

 

April 

2023 

 

Mei 

2023 

 

Juni 

2023 

1. Pengajuan 

Judul 

       

2. Penyusunan 

Proposal 

       

3. Bimbingan 

Proposal 

       

4. Seminar 

Proposal 

       

5. Pengumpulan 

Data 

       

6. Bimbingan 

Skripsi 

       

7. Sidang Meja 

Hijau 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini baik melalui sumber primer 

maupun sekunder. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Adapun alat-alat pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam 

penelitian lapangan adalah: 

a. Observasi 

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis 

mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis yang ada. Observasi ini 

dilakukan untuk mengetahui keadaan realisasi anggaran yang ada di Kelurahan 

Sidorame Barat I. Dengan begitu, peneliti akan lebih mudah dalam melakukan 

penelitian dan belanja efektifitas dan efisiensi kinerja. 

b. Wawancara, 

adalah tanya jawab yang dilakukan dengan pemimpin perusahaan dan 

beberapa staf yang langsung menangani masalah laporan realisasi anggaran dana 

kelurahan.. 

c. Pengambilan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer. Data Primer 

merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli 

atau tidak melalui media perantara. Dan data Sekunder Dalam hal ini Data Primer 

didapatkan dari kegiatan observasi dan dokumentasi secara langsung ditempat 

penelitian berupa Laporan Realisasi Anggaran Dana Kelurahan, dimana, penulis 

memperoleh data langsung pada Kelurahan Medan Perjuangan. 

 
 

3.5 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

metode deskriptif kualitatif. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan 

pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data 

dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis 

terhadap jawaban yang diwawancarai (Sugiyono, 2019). 
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Efesien : 
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 

x 100%
 

𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 

Efektifitas : 
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 

x 100%
 

𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 

 

 

 

Data laporan keuangan pemerintah daerah dalam bentuk realisasi anggaran 

yang diperoleh, dianalisis dengan menggunakan rasio-rasio keuangan daerah 

sebagai berikut : 

1. Analisis Efektivitas untuk bisa mengetahui dan mengukur tingkat 

efektivitas pelaksanaan anggaran di kantor Kelurahan Sidorame Barat I 

maka dapat diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja 

dengan anggaran belanja dengan rumus: 

 

 
Nilai Efektivitas belanja dapat dikategorikan sebagai berikut: 

 

Tabel 3.3 

Kriteria Efektivitas Belanja 
 

Kriteria Efektifitas Rasio Efektifitas (%) 

Sangat Efektif >100 

Efektif 100 

Cukup Efektif 90-99 

Kurang Efektif 75-89 

Tidak Efektif <70 

 
 

2. Analisis efesien belanja. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat 

penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah 

dinilai telah melakukan efisien anggaran jika rasio efisiennya kurang dari 

100%. Sebaliknya jika melebihi 100% maka mengindikasikan terjadinya 

pemborosan anggaran (Mahmudi, 2007). 

Efesien belanja dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

 
 
 
 
 

Sumber : (Mahmudi, 2007 :152) 
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Tabel 3.4 

Kriteria Tingkatan Efisien Belanja Secara Umum 

 

Kriteria Predikat 

Sangat Efesien < 60% 

Efesien 60%-80%^ 

Cukup Efesien 80%-90% 

Kurang Efesien 90%-100% 

Tidak Efesien >100% 

Sumber : (Mohamad Mahsun : 2006. Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 

Tahun 1996). 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah : 

1. Meminta izin melakukan riset penelitian di kelurahan sidorame barat I. 

2. Mengumpulkan data realisasi anggaran dana kelurahan periode 2021- 

2022. 

3. Menganalisa anggaran dan realisasi pada data dana kelurahan periode 

2021-2022. 

4. Melakukan wawancara yang berhubungan dengan indikator efektivitas dan 

efesiensi kinerja. 

5. Menganalisa penyebab terjadinya penurunan realisasi anggaran dan 

menganalisa efektivitas dan efesiensi dari data dana kelurahan. 

6. Menarik Kesimpulan. 



 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Deskripsi Data 

Pada bab ini penulis menjelaskan seluruh hasil penelitian temukan saat 

melakukan riset di lapangan melalui hasil wawancara dan dokumentasi. Objek 

pada penelitian ini adalah Kelurahan Sidorame Barat I. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk menganalisis tingkat efektif dan efesien Kelurahan Sidorame Barat I dalam 

merealisasikan anggaran dana kelurahan. Data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data sekunder. Data sekunder berupa dokumen-dokumen yang ada di 

Kelurahan Sidorame Barat I seperti Laporan Realisasi Anggaran Kelurahan 

Sidorame Barat I tahun 2021-2022, data pegawai Kelurahan Sidorame Barat I, 

struktur organisasi yang ada di Kelurahan Sidorame Barat I. 

Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara Bersama sekretaris 

Kelurahan Sidorame Barat I dan Kasi Pembangunan. 

 
Tabel 4.1 

Realisasi Anggaran Dana Kelurahan Sidorame Barat I T.A 2021 
 

No. Nama Belanja/Kegiatan Anggaran Realisasi 

Pembangunan Sarana dan Prasarana 

1. Rehabilitasi Jalan Lingkungan 

Gg. Setimpal 

Rp. 117.375.175 Rp. 97.031.367 

2. Rehabilitasi Jl. Gereja Gg. 

Halaman 

Rp. 51.902.661 Rp. 43.753.866 

3. Rehabilitasi Jl. Gereja Gg. 

Nasional 

Rp. 124.482.436 Rp. 104.574.398 

4. Rehabilitasi Jl. Gereja Gg. Pandan Rp. 64.721.853 Rp. 54.754.914 

5. Rehabilitasi Jl. Gereja Gg. Rezeki Rp. 61.112.375 Rp. 51.604.292 

6. Rehabilitasi Jl.. Ngalengko Gg. 

Senggol 

Rp. 38.352.077 Rp. 32.463.349 

7. Rehabilitasi Jl. Pelita I Gg. Pinang Rp. 64.772.326 Rp. 54.805.200 

8. Rehabilitasi Jl. Sejati Gg. Thamin Rp. 117.116.018 Rp. 100.795.713 

9. Rehabilitasi Jl. Sejati Gg. 

Waspada 

Rp. 52.899.816 Rp. 42.490.880 

Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan 

1. Belanja Bahan Lainnya Rp. 300.000.000 Rp.190.302.750 

2. Belanja ATK Dan Dokumentasi Rp. 67.000.000 Rp. 65.287.750 

3. Belanja Souvenir/cenderamata Rp. 50.000.000 Rp. 44.715.000 
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Jumlah Rp. 1.109.734.737 Rp. 882.579.479 

 

Dari Tabel 4.1 menunjukkan bahwa hasil jumlah realisasi belanja 

keseluruhan tahun 2021 sebesar Rp. 1.109.734.737. Hasil jumlah keseluruhan 

anggaran belanja tahun 2021 sebesar Rp. 882.579.479. Belanja tertinggi tahun 2021 

ialah banyak di perhitungkan pada biaya belanja bahan lainnya sebesar Rp. 190. 

302.750 yang mempunyai 9 kegiatan yaitu pelatihan barista, sosialisasi digital 

marketing, sosialisasi biaya narkoba, sosialisasi siskamling, sosialisasi pencegahan 

stunting, sosalisasi bercocok tanam hydrogel, pelatihan papan bunga, pelatihan bilal 

mayit, pelatihan tata rias. Dan angka anggarannya yang sebesar Rp. 300.000.000 

dengan selisih sebesar Rp. 109.697.250. 

 
Tabel 4.2 

Realisasi Anggaran Dana Kelurahan Sidorame Barat I T.A 2022 
 

No. Nama Belanja/Kegiatan Anggaran Realisasi 

Pembangunan Sarana dan Prasarana 

1. Rehabilitasi lingkungan Gang 

Thamrin 

Rp. 145.310.000 Rp. 115.480.925 

2. Rehabilitasi Drainase Lingkungan 

gang papaya 

Rp. 169.350.000 Rp. 150.028.000 

Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan 

1. Pelatihan Tata Boga Rp. 66.516.000 Rp. 66.130.223 

2. Sosialisasi Tentang Hukum Rp. 17.580.000 Rp. 12.935.940 

3. Belanja Perlengkapan Posyandu Rp. 61.651.074 Rp. 61.622.760 

Jumlah Rp. 460.407.074 Rp. 406.197.848 

 
Berdasarkan Tabel 4.2 menunjukkan bahwa jumlah anggaran belanja 

keseluruhan tahun 2022 sebesar Rp. 460.407.074. Jumlah realisasi belanja 

keseluruhan tahun 2022 sebesar Rp. 406.197.848. Realisasi belanja yang tertinggi 

pada tahun 2022 yaitu Rehabilitasi Drainase Lingkungan Gang Pepaya sebesar Rp. 

150.028.000 dan anggarannya sebesar Rp. 169.350.000. Dengan selisih Rp. 

19.322.000. 
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4.2 Analisis Data 

Dalam bab ini dijelaskan tentang hasil analisis data untuk mengemukakan 

tentang temuan atau hasil penelitian yaitu ’’Analisis Realisasi Anggaran Untuk 

Menilai Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Di Kelurahan Sidorame 

Barat I. Untuk menjawab permasalahan dan untuk mencapai tujuan serta untuk 

menguji hipotesis penelitian ini, maka semua data tersebut diolah dengan 

menggunakan uji yang sudah peneliti paparkan di bab sebelumya 

 
4.2.1 Analisis Efektivitas 

(Mardiasmo, 2018) mengemukakan pengertian efektivitas pada dasarnya 

berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). 

Efektivitas ini merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran 

yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan 

mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (spending wisely). Apabila suatu 

organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah 

berjalan dengan efektif. Dinilainya efektif suatu organisasi ataupun program yang 

dilakukan apabila output itu sendiri mampu mencapai tujuan dan dapat dikelola 

secara baik atau tepat. 

Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran 

penerimaan dengan target anggaran penerimaan dengan rumus sebagai berikut: 

Rasio Efektivitas = 
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 

x 100%
 

𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 

Sumber : Kepmendegri Tahun 1996 No. 690.900.327.2016 

 
 

4.2.2 Analisis Efesiensi 

 

(Mardiasmo, 2018) efesiensi adalah nerhubungan erat dengan konsep 

produktivitas, pengukuran efesiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan 

antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (cost of output ). 

Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efesien apabila suatu produk atau hasil 

kerja tertentu dapat dicapai dengan pengunaan sumber daya dan dana yang 

serendah-rendahnya (Spending Well). 
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Sesuai Peraturan Menteri Kuangan REpublik Indonesia Nomor 

214/PMK.02/2017 Mencantumkan pengukuran efesiensi dilakukan dengan 

membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya merupakan jumlah 

anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian keluaran (output) 

program atau capaian keluaran (output) kegiatan. Pengeluaran sebenarnya 

merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian keluaran 

(output) program atau capaian keluaran (output) kegiatan. 

Efisiensi berarti tingkat pencapaian output yang maksimum dengan input 

tertentu. Efisiensi dapat menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang 

dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang 

diterima. Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja 

dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur 

tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Angka yang dihasilkan 

dari rasio efisisensi ini tidak bersifat absolut, tetapi relatif. Artinya, tidak ada standar 

baku yang dianggap baik untuk rasio ini. Kita hanya dapat mengatakan bahwa tahun 

ini belanja pemerintah daerah relatif lebih efisien dibandingkan tahun lalu, unit 

kerja A lebih efisisen dibandingkan unit kerja B. Pemerintah daerah dinilai telah 

melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%, sebaliknya 

apabila lebih maka mengindikasikan telah terjadi pemborosan anggaran. (Yulianti, 

2015). 

Rasio efisiensi belanja dirumuskan sebagai berikut: 

 
 

Rasio Efesiensi = 
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐿𝑎𝑛𝑔𝑠𝑢𝑛𝑔 

x 100%
 

𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 

 
 

Sumber : Kepmendegri No. 690.900.327 Tahun 2016 

 
 

1. Analisis Efektivitas 

Rasio efektivitas Belanja sarana dan prasarana, Belanja Pemberdayaan 

Masyarakat menunjukkan kemampuan kelurahan dalam memobilisasi 

penerimaan sesuai dengan yang ditargetkan. Mengukur tingkat output dari 

organisasi sektor publik terhadap target-target pendapatan sektor publik. 

Pengukuran tingkat efektivitas memerlukan data-data realisasi belanja sarana 
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EFEKTIVITAS 

190,00% 
 

185,00% 
 

180,00% 
 

175,00% 

2021 2022 

Column 1 Column 2 

 

 

 

dan prasarana dan anggaran atau target belanja sarana dan prasarana. Dan 

memerlukan data-data realisasi belanja pemberdayaan masyarakat dan 

anggaran belanja pemberdayaan masyarakat. 

 
 

Efektivitas = 
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎

x 100%
 

𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 

 
 

 

TAHUN 2021 

 
Belanja Tahun 2021 = 𝑅𝑝.1.992.314.216x 100% = 179,53 % 

𝑅𝑝.1.109.734.737 
 

TAHUN 2022 

 
Belanja Tahun 2022 = 𝑅𝑝.866.604.922 x 100% = 188,22 % 

𝑅𝑝.460.407.074 
 

Tabel 4.3 

Perkembangan Tingkat Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di 

Kelurahan Sidorame Barat I selama tahun anggaran 2021-2022. 

 

Tahun 

 

Keterangan 

 

Realisasi 

 

Anggaran 

 

Efektivitas 

(%) 

 

Keterangan 

2021 Belanja 

Keseluruhan 

Rp. 882.579.479 Rp. 1.109.734.737 179,53% Sangat Efektif 

 
2022 

Belanja 

Keseluruhan 

Rp. 406.197.848 Rp. 460.407.074 188,22% Sangat Efektif 

Sumber : Data Diolah Penulis (2023) 

 

Kenaikan/Penurunan Tingkat Efektivitas Tahun 2021-2022. 

Gambar 4.1 

Sumber : Data sekunder diolah, 2023 
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Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa Kelurahan Sidorame Barat I pada 

tahun 2021-2022 memiliki tingkat efektivitas di atas 100%. Hasil ini menunjukan 

bahwa dalam mengelola anggaran daerah Kelurahan Sidorame Barat I sangat 

efektif, yaitu tepat pada apa yang telah menjadi target anggaran. Selama tahun 

2021-2022 anggaran Belanja semakin meningkat,dengan nilai efektivitas pada 

tahun 2021 sebesar 179.53% dan mengalami kenaikan belanja di tahun 2022 

sebesar 188,22%. . Meskipun mengalami grafik yang naik , nilai persentase 

efektivitas pengelolaan keuangan daerah di kelurahan sidorame barat I selama 2 

tahun periode anggaran sangat efektif, yaitu dengan hasil persentase keseluruhan 

nilai efektivitas yang menunjukkan nilai diatas 100%. 

Sesuai dengan realisasi Dana Kelurahan Sidorame Barat juga semakin 

naik0, hal ini menjelaskan bahwa pengeluaran daerah pada tahun 2021 dan tahun 

2022, Kelurahan Sidorame Barat I sudah dikatakan mandiri, dalam arti mampu 

mengelola daerahnya untuk meningkatkan sumber dana kelurahannya, yang secara 

tidak langsung kegiatan perekonomian daerah tersebut juga akan meningkat. Secara 

keseluruhan terbukti bahwa Kelurahan Sidorame Barat I sangat efektif dalam 

pengelolaan keuangan daerah. 

 
2. Analisis Efisiensi 

Pada umumnya belanja memiliki kecenderungan selalu naik, alasan kenaikan 

belanja biasanya dikaitkan dengan penyesuaian terhadap inflasi, perubahan kurs 

rupiah dan penyesuaian faktor makro ekonomi. Namun demikian, pemerintah 

daerah harus dapat mengendalikan belanja daerah, melakukan efisisensi belanja dan 

penghematan anggaran. Efisiensi lebih menitik beratkan pada kemampuan suatu 

organisasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan dengan menggunakan sumber 

daya yang lebih hemat. Efisiensi dapat dilihat dari dua sisi yaitu kemampuan 

organisasi untuk menggunakan sejumlah sumber daya tertentu untuk mendapatkan 

hasil yang lebih besar. Begitu juga yang terjadi pada Kelurahan Sidorame Barat I, 

tingkat efisiensi mengalami fluktuasi dan penurunan seiring dengan kondisi 

pemerintahan, adapun tingkat efisiensi selama tahun penelitian Kelurahan 

Sidorame Barat I dapat dilihat pada tabel 4.3 
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Rasio Efesiensi = 
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐿𝑎𝑛𝑔𝑠𝑢𝑛𝑔 

x 100%
 

𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 

Sumber : Kepmendegri No. 690.900.327 Tahun 2016 

 

 

 
Tahun 2021 

Belanja Tahun 2021 = 𝑅𝑝.1.992.314.216 x 100% = 179,53% 
𝑅𝑝.1.109.734.737 

 
 

Tahun 2022 

Belanja Tahun 2022 = 𝑅𝑝.866.604.922 x 100% = 188,22% 
𝑅𝑝.460.407.074 

Tabel 4.4 

Perkembangan Tingkat Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kelurahan 

Sidorame Barat I Selama Tahun Anggaran 2021-2022. 

 

Tahun 

 

Keterangan 

 

Realisasi 

 

Anggaran 

 

Efesiensi 

(%) 

 

Keterangan 

2021 Belanja 

Keseluruhan 
Rp. 882.579.479 Rp. 1.109.734.737 179,53% Tidak Efesien 

 
2022 

Belanja 

Keseluruhan 

Rp. 265.508.925 Rp. 314.660.000 188,22% Tidak Efesien 

Sumber : Data sekunder diolah penulis, 2023 

 
 

Kenaikan/Penurunan Tingkat Efisiensi Kelurahan Sidorame Barat I Tahun 

Anggaran 2021-2022 

 

Gambar 4.2 

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa Kelurahan Sidorame Barat I pada 

tahun 2021 belanja memiliki tingkat efisiensi sebesar 179,53%, kemudian pada 

tahun 2022 belanja mengalami kenaikan tingkat efisiensi yaitu sebesar 188,22% 

Chart Title 
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mengalami kenaikan sebesar sebesar 8,69% dari tahun 2021 belanja sebelumnya. 

Pada tahun Semakin besar nilai efisiensi yang mendekati angka 100% atau lebih 

dari 100% menunjukkan tingkat efisiensi yang kurang baik dengan indikasi adanya 

kecenderungan pemborosan anggaran. Untuk tahun 2021-2022 Kelurahan 

Sidorame Barat I mengalami kenaikan tingkat efisiensi hasil ini menunjukan bahwa 

Kelurahan Sidorame Barat I dalam mengelola anggaran belanja daerah dari tahun 

2021-2022 memperbaiki kinerjanya. Hasil tersebut menunjukan bahwa kinerja 

pemerintah daerah semakin baik. Pada tahun 2022 belanja pemberdayaan 

masyarakat terjadi peningkatan efisiensi, hal ini dikarenakan pada tahun tersebut 

Kelurahan Sidorame Barat I banyak mengalokasikan anggaran belanja untuk 

belanja modal, yaitu dalam bentuk pembangunan infrastruktur, sehingga anggaran 

belanja daerah masih mengalami defisit, karena kegiatan perekonomian daerah 

kurang berkembang, setelah infrastruktur terbangun mulai tahun 2021-2022 

menunjukan bahwa Kelurahan Sisorame Barat I berhasil memanfaatkan anggaran 

belanja menjadi lebih efisien, karena kegiatan ekonomi pemerintah daerah telah 

berjalan lacar didukung dengan infrastruktur yang memadai, sehingga secara 

keseluruhan dari tahun 2021-2022 Kelurahan Sidorame Barat I bisa dikatakan tidak 

efesien dalam mengelola anggaran keuangan daerah dengan menunjukkan adanya 

peningkatan tingkat efisiensi yang mengindikasikan telah dilakukan perbaikan 

kinerja oleh pemerintah. 

 
4.3 Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat dilihat bahwa ’’Analisis Realisasi 

Anggaran Untuk Menilai Efektivitas dan Efesiensi Kinerja Pemerintahan Di 

Kelurahan Sidorame Barat I” memberikan peningkatan yang sangat baik di tingkat 

efektivitas dan tingkat efesien bagi kinerja anggaran pemerintah daerah kurang 

baik. Dimana anggaran belanja daerah dan realisasi anggaran sangat 

memperlihatkan hasil yang kurang maksimal di lihat dari hasil uji efektivitas dan 

efisinsi kinerja pemerintah kelurahan sidorame barat I. 
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Dari data diatas dapat dilihat dari rata-ratanya sebesar 183,87% menurut 

kriteria analisis rasio dikatakan sangat efektif dan tidak efeien. Hal ini menunjukkan 

kesuksesan dalam pencapaian tujuan sebuah kegiatan. Yang disebabkan karena 

faktor sumber daya, faktor structural organisasi, faktor teknologi. 

Dari hasil analisis efektivitas kinerja pemerintah Kelurahan Sidorame Barat 

I memperoleh hasil yaitu pada tahun 2021-2022 memiliki tingkat efektivitas di atas 

100%. hasil ini menunjukan bahwa dalam mengelola anggaran daerah Kelurahan 

Sidorame Barat I sangat efektif, yaitu tepat pada apa yang telah menjadi target 

anggaran. selama tahun 2021-2022 anggaran belanja semakin meningkat,dengan 

nilai efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2021 dan 2022. Pada Tahun 2021 

memiliki tingkat efektivitas sebesar 179,53%, Tahun 2022 memiliki tingkat 

efetivitas sebesar 188,22%. 

Dari hasil analisis efisiensi kinerja pemerintah Kelurahan Sidorame Barat I 

memperoleh hasil yaitu berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa Kelurahan 

Sidorame Barat I pada tahun 2021 memiliki tingkat efesiensi sebesar 179,53% dan 

Pada ahun 2022 memiliki tingkat efesiensi sebesar 188,22%, Dengan hasil akhir 

yang sangat inggi semakin besar nilai efisiensi yang mendekati angka 100% atau 

lebih dari 100% menunjukkan tingkat efisiensi yang kurang baik dengan indikasi 

adanya kecenderungan pemborosan anggaran. untuk tahun 2021-2022 Kelurahan 

Sidorame Barat I mengalami penurunan tingkat efisiensi hasil ini menunjukan 

bahwa Kelurahan Sidorame Barat I dalam mengelola anggaran belanja daerah dari 

tahun 2021-2022 kurang memperbaiki kinerjanya. 

 

4.3.1 Analisis Penyebab Anggaran Belanja Kurang Efektif dan Kurang 

Efesien 

Dari hasil analisis yang di lakukan bahwa efektivitas menunjukkan 

kesuksesan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan sebuah kegiatan atau kebijakan 

darimana ukuran efektivitas merupakan refleksi output. (Heldawati,2021) 

Efektivitas terkait antara hasil yang diharapkan dengan hasil sesungguhnya dicapai. 

Efektivitas merupakan antara output dengan tujuan. Adapun faktor penentuan 

efektif dan efisien : 
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(1) faktor sumber daya, baik sumber daya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan 

kerja, maupun daya fisik seperti peralatan kerja, tempat bekerja serta dana 

(2) faktor struktur organisasi yaitu susunan yang stabil dari jabatan jabatan baik 

struktur maupun fungsional 

(3) faktor teknologi pelaksanaan pekerjaan 

(4) dukunga kepala aparatur dan pelaksanaanya baik pimpinan maupun masyarakat 

Dalam penelitian ini dengan   rumusan   masalah,   Bagaimana   tingkat 

efektifitas dan efesiensi pada anggaran dana Kelurahan Sidorame Barat I T.A 2021- 

2022, hasil data yang di peroleh Pada persentase tabel 4.3 pada umumnya realisasi 

anggaran untuk menilai efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintah Kelurahan 

Sidorame Barat I di tahun 2021 sebesar 179,53% dan tahun 2022 sebesar 188,22% 

karena menurut kriteria efektivitas 100% keatas dikatakan sangat efektif . 

Kemudian anailisis efesiensi pada tahun 2021 sebesar 179,53% dikatakan tidak 

efesiensi dan pada Tahun 2022 sebesar 188,22% dikatakan tidak efesiensi. 

Selain pengambilan data laporan anggaran dari tahun 2021-2022 yang 

menjadi acuan, peneliti juga melakukan wawancara dua orang sekretaris dan 

bendahara lurah, bahwasanya anggaran kinerja pemerintahan Kelurahan Sidorame 

Barat I cukup baik dikarenakan pimpinan daerah dan orang- orang yang di dalam 

yang menjalankan sistem anggaran pemerintah adalah orang-orang yang 

berpengalaman dan berkompoten di dibidangnya. Betul, di katakan pada peneliti 

terdahulu tentang realisasi anggaran berpengaruh dengan Efektivitas dan efisiensi 

suatu daerah yaitu salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi 

kinerja pemerintah yaitu fakto personal atau individu, faktor kepemimpinan, faktor 

Tim, faktor sistem, faktor kontestual, belanja modal,dana perimbangan dan 

Pendapatan asli daerah (Heldawati,2021). 

Dalam Penelitian terdahulu (Sella Ria Purwanti, 2018) Menjelaskan bahwa 

kinerja pemerintahan Kelurahan Kutoanyar melakukan optimalisasi anggaran 

secara efesiensi dan efektivitas dalam pengelolaan realisasi anggaran Tahun 2013- 

2017 sesuai dengan undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang pengelolaan 

keuangan daerah. Tingkat Efektivitas Pengelolaan keuangan di Kelurahan 

Kutoanyar tahun anggaran 2013-2017 dapat dikatakan efektif yaitu memiliki rasio 

efektivitas pengelolaan kutoanyar tahun anggaran 2013-2017 dapat dikatakan 
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efesien yaitu memiliki rata-rata 87,47%. (Heldawati, 2021) menjelaskan bahwa 

analisis realisasi anggaran efektivitas dan efesiensi kinerja pemerintahan 

Kabupaten Luwu dikatakan baik dikarenakan data-data yang diolah secara sekunder 

memberikan hasil yang baik pula. (Lince Liling, 2022) menjelaskan bahwa hasil 

perhitungan anggaran mengenai tingkat efektivitas pelaksanaan belanja anggaran 

setiap tahunnya kriteria berjalan cukup efektif. Dikatakan cukup efektif karena 

berdasarkan perhitugan tahun 2019-2021 memiliki rasio efektivitas rata-rata 99% 

hal ini dikarenakan masih adanya pemborosan dan tidak teliti dalam 

mempertimbangkan alokasi keuangan yang ditujukan untuk membiayai 

pembangunan sehingga pencapaian sasaran masih belum optimal. (Kiky Muryanti, 

2015) menjelaskan bahwa perkembangan tingkat efektivitas pengelolaan keuangan 

daerah di Kabupaten Wonogiri selama tahun anggaran 2011-2015 dapat dikatakan 

sangat efektif, yaitu dengan memiliki rasio efektivitas rata-rata diatas 100%, 

sedangkan perkembangan tingkat efesiensi pengelolaan keuangan daerah di 

kabupaten wonogiri selama tahun anggaran 2011-2015 dapat dikatakan efesien. 

(Rusmilawati, 2021) menjelaskan bahwa secara keseluruhan hasil 

perhitungan efektivitas knerja kantor Kelurahan Di Kecamatan Banjarmasin 

Tengah Provinsi Kalimantan Selatan Periode Tahun 2016-2018 sudah efektif karena 

hasil yang dicapai 90% keatas. Sedangkan untuk hasil perhitungan efesiensi kinerja 

kantor Kelurahan Di Kecamatan Banjarmasin Tengah Provinsi Kalimantan Selatan 

tahun 206-202017 sudah sangat efesien karena hasil perhitungan efesiensi tahun 

2018 sudah sangat efesien. (Suyatman, 2020) menjelaskan bahwa tahun 2017-2019 

tingkat efektivitas pendapatan pada Kelurahan Kasiguncu termasuk pada kategori 

efektif dimana hasil perbandingan diperoleh sebesar 90%-100%. Dan (Mila Naffa 

Litauji, 2021) menjelaskan bahwa tingkat dan kriteria efektivitas tahun anggaran 

2018-2020 cukup efektif karena penerimaan anggaran yang stabil dengan presentasi 

85,64%. 



 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 

5.1 Kesimpulan 

a. Kinerja pemerintah Kelurahan Sidorame Barat I tidak melakukan 

optimalisasi anggaran secara ekonomi, efesien, dan evektivitas dalam 

pengelolaan realisasi anggaran belanja selama tahun anggaran 2021-2022 

dengan ini dikatakan bahwa kinerja instansi pemerintahan di Kelurahan 

Sidorame Barat I tidak efesien. 

b.  Tingkat efektif realisasi anggaran dana Kelurahan Sidorame Barat I T.A 

2021-2022 sangat efektif dikarenakan kinerja intansi yang sangat baik 

dalam ketepatan waktu dalam pengelolaan dana kelurahan, ketepatan 

perhitungan biaya, ketepatan dalam pengukuran dana kelurahan, ketepatan 

dalam menentukan pilihan 

c.  Tingkat efesien belanja dana kelurahan sidorame barat I T.A 2021-2022 

dinilai tidak mampu menghemat anggaran belanja dikategorikan tidak 

efesien, terlihat dari ada angka yang melebihi anggaran belanja tidak 

mampu menghemat tahun 2021 sebesar 179,53%% dikategorikan tidak 

efesien , tahun 2022 dikategorikan tidak efesien sebesar 188,22%. 

Dikarenakan kurangnya faktor teknologi pelaksanaan pekerjaan kelurahan, 

faktor sumer daya manusia yang kurang, kurangnya faktor dukungan dalam 

masyarakat dalam berkegiatan, dan faktor kepimpinan dalam kemampuan 

5.2 Saran 

1. Bagi pemerintah daerah Kelurahan Sidorame Barat I agar belanja yang 

dikeluarkan dapat lebih efektif dan efesien, maka hal penting yang harus 

diketahui oleh manajer publik adalah pemahaman tenang konsep belanja, 

dengan memahami konsep belanja maka perencanaan dan pengendalian 

pengeluaran daerah menjadi lebih mudah dilakukan. Agar dalam 

perencanaan sebisa mungkin merasionalkan belanja sehingga belanja yang 

dikeluarkan dapat lebih efektif dan efesien. 

2. Bagi peneliti delanjutnya, agar menjadi acuan dan peneliti menyarankan 

agar peneliti menyarankan agar peneliti selanjutnya dapat meneliti anggaran 
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belanja langsung setiap tahun dan meneliti tentang proses jalannya program 

kegiatan dan program kerja anggaran belanja yang dilakukan sesuai dengan 

peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dan agar 

menggunakan metode analisis yang lebih bervariasi tidak hanya 

berdasarkan konsep value for money untuk menganalisis kinerja 

pemerintah. 
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LAMPIRAN 

PROFIL PENELITIAN 

 
1. Gambaran Umum Kelurahan Sidorame Barat I 

 

 
Kelurahan Sidorame Barat I adalah salah satu kelurahan yang ada di kecamatan 

Medan Perjuangan kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Kelurahan Sidorame 

Barat I beralamat di Jl. Pelita III Gg. Pepaya No. 9 Medan dengan kode pos 20236 

dan luas wilayah 31000 hektar yang terbagi menjadi 14 lingkungan. Dengan kode 

Kemendagri 12.71.18.1007. Dengan jumlah penduduk 7.428 Jiwa, Jumlah KK 

2.227. 

Letak geografi Kelurahan Sidorame Barat I memiliki batas wilayah sebagai berikut. 

 

• Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan 

Medan Timur. 

• Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Perintis Kecamatan Medan 

Timur. 

• Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Sidorame Barat II Medan 

Perjuangan. 

• Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Durian Kecamatan Medan 

Timur. 
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2. Struktur Organisasi Kelurahan Sidorame Barat I 
 

 

Lurah 

Yogi Prayoga, S.IP 

NIP.19871111 200701 1 001 
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Bobby Anggi Putra 

NIP. 19821207 201001 

 

 

 
 

Pengelola Data Dan 

Laporan Belanja 

David Sitinjak 

NIP. 19950631 

202012 1 006 

 

 

 

 
Kasi Pemerintahan 

Dona Rista Rikha 

Sinambela, S.Kom 

NIP. 19830101 201001 2 

052 

 
Kasi Trantib Umum 

Mangasitua Pasaribu, S.Sos, 

M.Si 

NIP. 19660410200701 1 007 

 
Kasi Pembangunan 

Putri Isabella, S.E 

NIP. 19860818 200502 2 

002 

 
 

 
STAF 

Gunawan Hasibuan 

NIP. 19840403 200701 1 001 

STAF 

Nuraini 

NIP. 19710324199303 2 

004 

 

 

 

 

 

Kepling I 

Mutiara Surya N, 

NST 

 

Kepling 

II 

Aprizal 

 
Kepling III 

Tri Satria 

 
Kepling 

IV 

Zakaria 

 
Kepling V 

Hasanuddin 

 

Kepling VI 

Andi 

Susantoni 

 
Kepling VII 

Hendra Harahap 

 

 

 
Kepling VIII 

Ferdy. T 

 
Kepling IX 

Mhd Husin 

 

Kepling X 

Edy Saputra 

S 

 
Kepling XI 

Andi Adinda 
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Kepling XII 

Tumpak 

Manurung 

 

Kepling 

XIII 

Chairil 

Anwar 

Kepling 

XIV 

Sri 

Wahyuni, 

S.Pdi 

Gambar 2.2 Struktur Organisasi 
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Adapun Fungsi jabatan struktur organisasi Kelurahan Sidorame Barat I adalah 

sebagai berikut : 

1. Kepala Lurah 

a. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh camat 

sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan daerah serta melaksanakan 

tugas pemerintah lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan. 

b. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan. 

c. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat 

d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. 

e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum 

f. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan. 

 
 

2. Sekretaris 

a. Melaksanakan tugas pokok pengelolaan administrasi umum, meliputi 

penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, 

kepagawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, humas, dan 

kearsipan 

b. Pelaksanaan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja 

c. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran dan dokumen 

pelaksanaan anggaran 

d. Penyusunan penetapan kinerja 

e. Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan public 

f. Pelaksanaan dan pembinaan kepegawaian 

g. Pengelolaan anggaran dan retribusi 

h. Pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai 

i. Pelaksanaan verifikasi surat pertanggungjawaban (SPJ) keuangan. 

j. Pelaksanaan inventarisasi asset/kekayaan daerah yang ada di kelurahan. 

k. Pelaksanaan fasilitasi pengukuran indeks kepuasan masyarakat (IKM) 

dan pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodic yang 

bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan 
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3. Pengelolaan data dan laporan belanja 

a. Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebiijakan, pedoman 

dukungan penyelenggaraan pemerintahan dan tugas teknis di bidang 

data dan pelporan 

b. Melaksanakan penyusunan program kerja/kegiatan subbidang data dan 

pelaporan sebagai pedoman pelaksanaan tugas. 

c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan 

tanggung jawab masing-masing demi kelancaran tugas 

d. Memeriksa hasil kerja bawahan sesuai dengan prosedur dan peraturan 

yang berlaku agar terhindar dari kesalahan. 

e. Melaksanakan pemutakhiran data pelayanan perizinan dan penanaman 

modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi keakuratan dan 

akuntabel laporan. 

 
4. Kasi Pemerintahan 

a. Mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan 

pembinaan dan pelaporan di bidang urusan pemerintahan dan 

pertahanan serta pemberdayaan masyarakat. 

b. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang pemerintahan 

c. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan. 

 
 

5. Kasi Trantib Umum 

a. Mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan 

pembinaan di bidang ketentraman dan ketertiban kelurahan. 

b. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang ketertiban dan 

ketentraman umum 

c. Pembinaan ketentaman dan ketertiban masyarakat termasuk pembinaan 

perlindungan masyarakat. 

d. Pelayanan masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat 

termasuk penanggulangan bencana alam. 
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e. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan 

partisipasi masyarakat untuk menciptakan keamanan swakarsa di 

kelurahan. 

 
6. Kasi Pembangunan 

a. Mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan 

pembinaan dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan. 

b. Pengumpulan, pengolahan, dan evaluasi data di bidang ekonomi dan 

pembangunan. 

c. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan 

partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan perekonomian dan 

pelaksanaan pembangunan. 

d.  Pelaksanaan administrasi perekonomian dan pembangunan di 

kelurahan 

e. Pembinaan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta pemeliharaan 

prasarana dan sarana fisik asset pemerintahan kota di lingkungan 

kelurahan. 

f. Pengumpulan bahan dan penyusunan laporan di bidang perekonomian 

dan pembangunan. 

 

 
7. Kepling 

a. Sebagai perpanjag tangan lurah dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat baik itu membantu masyarakat untuk pengurusan 

administrasi di kelurahan maupun terhadap permasalahan lainnya. 

b. Menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan dengan melakukan 

Kerjasama sekolah dengan masyrakat dan babin kamtibmas dengan 

kegiatan siskamling. 
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HASIL WAWANCARA 

 

 

1. Wawancara dengan Sekretaris dan Bendahara Lurah. 

 
Daftar Wawancara tengtang dana anggaran dan efektivitas dan efesiensi di 

Kelurahan Sidorame Barat I 

Nama Responden : Bobby Anggi Putra dan Putri Isabella, S.E 

 

 
Tabel 1.2 Hasil Wawancara 

Daftar Wawancara Tentang Efektivitas dan Efesiensi di Kelurahan Sidorame 

Barat I 

Responden : Bendahara Lurah 
 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Bagaimana tahap 

pengelolaan dana 

kelurahan ? 

a. Perencanaan : Kelurahan dalam 

Menyusun perencanaan pembangunan 

kelurahan harus sesuia dengan 

kewenananganya dan mengacu pada 

perencanaan pembangunan kabupaten 

dan kota. 

Pelaksanaan : Pelaksanaan kegiatan 

kelurahan (sarana prasarana dan 

pemberdayaan masyarakat) 

b. Penatausahaan : Kegiatan pencatatan 

yang dilakukan oleh bendahara 

kelurahan. Bendahara kelurahan wajib 

mempertangguungjawabkan dana 

melalui laporan pertanggungjawaban. 

c.  Pertanggungjawaban : Membuat 

laporan pertanggungjawaban kerja 

disertai dengan laporan keuangan 

2. Berapa hari waktu yang 

diperlukan dalam 

menentukan 

perhitungan  biaya 

anggaran dana 

kelurahan ? 

2-3Hari 
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3. Darimana sumber- 

sumber anggaran dana 

kelurahan diperoleh ? 

Bersumber dari APBD sesuai kebutuhan dan 

penyelenggaraan pemda 

4. Dalam proses 

penyusunan anggaran 

siapa saja yang 

dilibatkan ? 

Lurah selaku KPA, PPTK (Penjabat Pelaksana 

Te.knis Kegiatan) dan BPP (Bendahara 

Pengeluaran Pembantu) 

5. Siapa saja yang 

mengesahkan anggaran 

dana kelurahan ? 

Camat selaku PA (Pengguna Anggaran) 

melalui Dokumen pelaksanaan anggaran 

(DPA) 

6. Apakah  dasar 

penyusunan anggaran 

dana kelurahan 

berdasarkan aturan 
yang berlaku ? 

Iya, penyusunan dana kelurahan harus sesuai 

aturan yang telah diberlakukan. 

7. Bagaimana menemukan 

komponen-komponen 

dalam penyusunan 

anggaran  dana 

kelurahan ? 

Melalui kegiatan Musyawarah Rencana 

Pembangunan (Musrembang) baik tingkat 

kelurahan dan kecamatan yang dilakukan. 

 

Nama Responden : Sekretaris Lurah 
 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Apa penyebab jika 

realisasi dan anggaran 

bersisa? 

Akan berakibat silva yang dapat ditambahkan 

anggarkannya di kemudian hari/tahun 

berikutnya. 

2. Bagaimana faktor 

dukungan untuk 

pelaksanaan  baik 

pimpinan maupun 

masyarakat dalam 

berkegiatan ? 

Dilihat dari apa yang menjadi kebutuhan di 

masyarakat, masyarakat dapat menyampaikan 

kebutuhan melalui kepala lingkungan yang 

kemudian di sampaikan pada acara 

musyawarah rencana pembangunan 

(Musrembang) 

3. Apa saja faktor yang 

menghambat proses 

penyusunan anggaran 

dana kelurahan? 

Alokasi anggaran dana kelurahan yang kerap 

berubah menyebabkan rancangan dana 

kelurahan yang telah disusun di rubah Kembali 

4. Apakah   untuk 

pengeluaran diperlukan 

survey harga terlebih 

dahulu   untuk 

mengetahui 

perbandingan  harga 

sehingga dapat 

menentukan harga yang 

terendah agar tidak 

terjadi pemborosan? 

Iya diperlukan 
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5. Bagaimana faktor 

pimpinan dalam 

kemampuan  untuk 

mengkombinasikan 

suatu kegiatan 

mencapai tujuan yang 

diinginkan ? 

Dilihat dari apa yang menjadi kebutuhan di 

masyarakat, masyarakat dapat menyampaikan 

kebutuhan melalui kepala lingkungan yang 

kemudian disampaikan pada acara 

musyawarah rencana pembangunan 

(Musrembang) 

6. Apakah faktor sumber 

daya manusia seperti 

tenaga kerja, peralatan 

kerja sudah tercukupi 

dalam kelurahan ? 

SDM yang diperlukan sudah tercukupi dalam 

melaksanakan dana kelurahan 

7. Bagaimana bentuk 

proses 

pertanggungjawaban 

kepada masyarakat 

Publikasi melalui media social bahwa kegiatan 

dana kelurahan telah terlaksana dengan baik 

` 
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 
 

1. Data Pribadi 

Nama : Diah Syafitri 

NPM 1905170131 

Tempat dan Tanggal Lahir : Medan, 16 Agustus 2001 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Agama : Islam 

Kewarganegaraan : Indonesia 

Anak Ke : 1 dari dua bersaudara 

Alamat : Jl. Samudera Hindia II Blok DD No. 69 

Griya 3 Martubung 

No. Telephone : 0813-6145-9599 

Email : syafitridiah120@gmail.com 

2. Data Orang Tua 

Nama Ayah : Suyadi 

Pekerjaan : Karyawan Swasta 

Nama Ibu : Meliana Nasution 

Pekerjaan : Karyawan Swasta 

Alamat : Jl. Samudera Hindia II Blok DD No. 69 

Griya 3 Martubung 

No. Telephone : 0813-6690-5922 

Email : su8357721@gmail.com 

3. Data Pendidikan Formal 

Sekolah Dasar  : SD Negeri 064011 

Sekolah Menegah Tingkat Pertama : SMP Negeri 25 Medan 

Sekolah Menegah Tingkat Atas : SMA Swasta Dharmawangsa Medan 

 
 

Medan, 3 Juli 2023 

 

 

 
(Diah Syafitri) 

mailto:syafitridiah120@gmail.com
mailto:su8357721@gmail.com
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